PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
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MENGINGAT
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ATURAN DAERAH KOTAMALYA DAERAH TINGKAT II SURARAYA

NOMOR 7 TAHUN 19893

TENTANG
IZIN PEMAKAIAN SEMENTARA JALAN,
RUANG TERBUKA HIJAU KOTA DAN TEMPAT TEMPAT
LAIN YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

a. bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan

rah Kota Besar Nomor 24 Tahun 19E5

Dae~-

mengenai

Pemakaian Sementara Jalan, Pertamanan dan lain-
lain Tempat Umum Dalam Kota Besar Surabaya yang
diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Nomor 12 Tahun 1978 ditetapkan Jjauh
beriakunya 5
tentang Fokok-pokok Pemerintahan di
sehirgga Peraturan Dasrah dimaksud

sesual dengan perkem-bangan pemerintahan

pembangunan szat ini;

rg-undang  Nomor 5 Tahun

Surabaya
szbelum

1974

Daerah,

kKurang

dan

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasanh,

nemeliharaarn dan pengamanan jalan,

terbuka hijau kota dan tempat-tempat lain

ruang
yang

dituasal Pemarintah Kcltamadva Dssrah Tingkat II
Surabaya serta sebagail upsva untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah sejalan dengan

dipandang perlu untuk mengatur kembali

Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun

perkem-
bangan Pemerintahan dan pembangunan saat

ini,

materi
Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 24
Tahun 1955 dan Peraturan Daerah Kotamadya

1978

dengan menuangkan kedalam suatu Peraturan

Daerah.

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1374 tentang

Pokck Pemerintahan di Daerah:

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1850

Pokok

tentang

Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta Juncto Undang-undang

Nomor 2 tahun 1965;

[

tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah
Undang—undang Nomor 1 tahun 1961

Undang-wndang Momor 12 Drt. tahun

1957

Juncto



1

1

1

1

-
[4)]

4, Undang—-undang #Nomcr 13 Tahun 1880 tentang
Jalan;

5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana;

6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Keten-
tuan-ketentuan Pokok Pengelcla an Lingkungan
Hidup;

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pena-
taan Ruang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1955
tentang Jalan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 ten-
tang Analisis Mengenai Dampak lingkungan;

0. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan
di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;

1. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 14 Tahun
1274 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
1388 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di
Wilavah Parkotaan;

3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1II
Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kotamad a Daerah Tingkat II Surabaya:

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1II
Surabaya Nomor 17 Tahun 1887 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1II
Surabaya Nomor 22 Tahun 1987 tentang Pemben-
tukan Busunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pértamahan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya.

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1II
SURABAYA TENTANG IZIN PEMAKAIAN SEMENTARA JALAN,
RUANG TERBUKA HIJAU XOTA DAN TEMPAT - TEMPAT LAIN
YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
IT SURABAYA.



B AB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vyang dimaksud

dengan

a.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabava;

Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat ITI Surabaya;

Dinas Pekerjaan Umum Daerah, adalah Dinas
Peker jaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya;

Dinas Pertamanan Daerah, adalah Dinas Pertaman-
an Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

Pejabat vyang ditunjuk, adalah Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Daerah dan Kepala Dinas
Pertamanan Daerah sesuai dengan kewenangannya;

Jalan, adalah suatu prasarana perhubungan darat
dalam bentuk apapun meliputi segala bagian
jalan termasuk bangunan pelengkap dan perleng-
kapannya vyang diperuntukkan bagi kelancaran
Talu lintas;

Ruang Terbuka Hijau Kota, adalah ruang terbuka
yang berfungsi sebagat kawasan hijau pertamanan
kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan
hijau kegiatarn olah raga, kawasan hijau
pemakaman dan kawasan hijau jalur hijau atau
awasan hijau lainnya.

Tampat-tempat lain, adalah seluruh tanah yang
herada dalam penguasaan Pemerintah Daerah yang
dipakai untuk kepentingan umum, baik berupa
tanah rencana jalan, Ruang Terbuka Hijau Kota
dan Tempat-tempat 1ain yang dikelola oleh Dinas
Tanah dan Rumah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya;

Lckasi, adalah tempat baik berupa jalan, ruang
terbuka hijau kota atau tempat-tempat lain yang
dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;

1zin, adaiah izin yang diberikan oieh Kepala
Daeirah atau Pejabat yang ditunjuk untuk dapat
memakai atau menggunakan jalan, ruang terbuka
nijau kota atau tempat-tempat lain dalam Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabava vang
dikuasai oleh Pamerintah Daerah

3



k. Pemegang 1izin, adalah orang atau Badan Hukum
yang telah mendapat Izin;

Pasal 2

Pemerintahn Daerah menyediakan Jja . an, ruang
terbuka hijau kota dan tempat-tempat ‘ain dalam
Kotamadya Daerah Tingkat 1II Surabaye untuk
kepentingan fasilitas umum.

8AB II
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

(1) Setiap pemakaian jalan, Ruang Terbuka Hijau
tota atau tempat-tempat lain daiam Kotamadya
Daerah Tingkat II Surahaya yang dikuasai Peme-
rintah Daerah diluar fungsi peruntukannya
harus mendapat izin terlebih dahulu dari
Kepala Daerah atau Pejabat yang citunjuk;

(2) setiap orang atau badan Hukum vyang 1ingin
memparoieh izin harus mengajukan permohonan
secara tertulis Kepada Kepala Daerah dengan
memenuhi syarat syarat antara Jain

a. Pemchon, adalah Warga Negara Indonesia atau
badan Hukum vang dibentuk menurut Hukum
Indonesia;

b. Dalam surat permohonan harus dimuat kete-
rangan yang jelas tentang tuiuan pengajuan
permohonan izin dan dilampiri dengan gambar
Tokasi yang dimohon

(3) Atas permohonan tersebut pada avat (1) dan
{2) pasal ini Kepala Daerah atau pejabat vyang
ditunjuic dapat mengeluarkan izin setelah semua
syarat yang ditetapkan telah dipenuni :

o~
>
[

Izin diberikan untuk jangka waktu paling lama
1 (satu) tahun dan jika dipandang perlu atas
permohonan pemegang izin dapat diperpanjang ;

Pasal 4

Izin tersebut dalam pasal 2 Peraturan
Daerah ini tidak berkaitan dengan hak atas tanah
atau bangunan.



Pazal 5

(1) Atas pemberian 1izin dimaksud dalam pasal 4
Paraturar Daerah ini yang bersangkutan
berkewajiban untuk :

a. Membayar retribusi yvang telah ditetapkan
datam Surat Izing

b. Mematuhi ketentuan yang teiash citetapkan
datam Surat Izin;

O

Mangosongkan Tokasi dimaksud dalam Surat
Izin dan dikembalikan seperti keadaan
semula dalam batas waktu vang ditetapkan
dalam Surat Izin tanpa syarat dan ganti
rugi apapun;

d. Setelah izin berakhir dan apabila kewajiban
tersebut tidak dilaksanakan oleh pemegang

izin, pelaksanaannya dilakukan oleh
Pemerintah Daerah atas biaya vang bersang-
kutan;

{2) Apabila karena pengosongan oleh Pemerintah
Daerah tersebut pada huruf c¢ ayat (1) pasal
ini diperoleh barang-barang, akan disimpan
ditempat dengan cara yang ditentukan oleh
Kepala Daerah atas biaya pemegang 1zin dan
dalam waktu 1 (satu) bulan setelah batas waktu
vans o itetapkan dilarpaui, barang tersebut
dapat :al dengan pelelangan umum dan hasil

penjua iva menjadi hak Pemerintah Daerah,

di
-
tant

Pasal 6

(1) Pemegang izin dilarang mengalinkan izin kepada
pihak lain dan atau membehani izin baik
sebagian atau seluruhnya;

(2) Pemegang zin dilarang mengadakan perubahan
dan atau penambahan bangunan terhadap bangunan
yang telah berdiri di lokasi tersebut sesuai
dengan izin;

(3) Dalam hal pemegang izin meninggal dunia, ahli
warisnya dapat melanjutkan surat izin dimak-
sud dengan mengajukan surat permohonan ter-
lebih dahulu kepada Kepala Daerah, untuk
mendapatkan Surat Izin baru.

Pasal 7

Izin berakhir apahila

a. Jangka waktu berlakunyz telah habis;



h. Izin dicabut oleh Kepala Daerah atau Pejabat
yang ditunjuk;
c. Izin dicabut atas permintaan pemegang izin.

Pasal 8

Izin dapat dicabut olenh ¥aepala Daerah atau Pejabat
yang ditunjuk jika

a. Pemegang 1izin melanggar ketentuan dalam surat
izin;

b. Lokasi yang dimaksud dalam surat izin dibutuh-
kan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
dinas;

c. Karena kelalaian pemegang izin terjadi sengketa
atau dapat menimbulkan keresahan kepada
masyarakat disekitarnya.

Pasal 8

Tata Cara Permohonan, penyelesaian dan
pencabutan izin ditetapkan lebih lanjut oleh
Kepala Daerah.

B AB 11X
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Atas npemberian 1izin tersebhit dalam pasal 3
Peraturan Daerah 1ini vang bersangkutan di
kenakan retribusi sebagail beriku=:

2, Izin untuk Stasiun Peniuaian Bahan Bakar
Umum (SPBU) sebesar Rp 250,00 (dua ratus
1ima puluk rupiah) tiap meter persegi
setiap bulan;

b. Izin untuk bangunan tempat usaha, selain
huruf a sebesar Rp 225,00 ( dua ratus dua
pulun lima rupiah ) tiap meter persegi
setiap bulan;

c. Izin untuk bangunan sekolah atau bangunan
untuk tujuan sosial lainnya sebesar
Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) tiap meter
persegi setiap bulan;

d. Izin untuk bangunan rumah tangga sebesar
Rp. 75,00 (tujuh puluh 1ima rupiah) tiap
meter persagi settap bulan;



Izin untuk halaman terhuka sebesar
Rp. 50,00 ({1ima puluh rupiah) tiap meter
persegi setiap bulan;

1]

f. Izin untuk menimbun bahan-hahan bangunan,
bekas ponghkaran bangunan atau barang lain-
nya sebessar Rp. 500,00 (Vima ratus rupiah)
tiap meter persegi setiap bulan;

g. Izin antuk  pemassncan  rekisme sebesar
Rp. 1000,00 (seribu rupiah) tiap meter atau
bagiannyz setiap bulan;

h. Izin untuk pendirian teror dengan Jjangka
waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) hari
sebasar Rp 400,00 {empat ratus rupiah) tiap
meter persegi dan dapat diperpanjang setiap
kali selama-lamanya 10 (sepuluh) hari tiap
meter persegi ;

(2) Ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam
avyat (1) pasal ini tidak berlaku bagi pemakai-
an untuk tempat ibadah dan pemakaian yang
bersifat insidentil untuk

a. Kepentingan Pemerintah Daerah atau kepen-
tingan Negara:

b. Kepentingan yang bersifzt iimiah;

c. Kepentingan amal;

d. Kepentinszs @ mum

Paszat 11

(1) Retribuzi tersebut dalam pasal & Peraturan
Daerah 1ini, harus dihayar Tunas sebelum 1izin
diberikan;

(2) Hasil pungutan retribusi tersebut pada ayat
{1) pasal ini disetor ke Kas Peme~intah Dae-
rah sesuai dengan ketentuan yarg berlaku.

B AB Iv
PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-
ketentuar dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan
oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah, Dinas Pertamanan
Daerah dan 1Instansi lain yang terkait sesuai
dengan kewenangannya.



(1)

(1)

(2)

B AB v
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana
kurungan seiama-lamanya 3 (tiga) bulan atau
denda sebanyak-banyaknva, sebesar Rn.50.000,00

{(lima puluh ribu rupiah);

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) pasal ini adailah tindak pidana pelanggaran.

B AR VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasatl 14

Selain Pejabat Penyidik Umum, penvidikan atas
pelanggaran dimaksud dalam pasal! 12 Peraturan
Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipi? di lingkungan Pemerintah Kota-
madya Daerah Tingkat II Surabaya yang pengang-
katannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang beriaku;

Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dimaksud pada ayat (1) gzasal ini sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Daeran Kotamadya
Daerah Tingkat IT Surabaya Nomor 13 Tahun 1987
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemsrintah Kotamsaya Daerah Tingkat
IT Surahaya.

BAB VIT
KETENTUAN PERALTIHAN DAN
PENUTUP
Pasal 15
Hal-hai yang beium cukup diatur dalam
Feraturan Daerah 1ini, sepanjang mengenas

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh
Kepala Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 24
Tahun 1955 dan Peraturan Daecrah Kotamadaya
Daerah Tingkat 1II Surabaya Nomor 45 Tahun
1978.



Pasal 16

Peraturan Daerah 1ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang darat mengetahui-
nya, memerintanhkan pengundangan Paraiuran Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Ketamadya Daerab Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 30 Juni 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II ZURABAYA TINGKAT II SURABAYA
Ketua,
ttd ttd
LETKOL CHB. HARJOSO SOEPENO dr. H. FOERNOMO KASIDI
NRP. 22021

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Dasrah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 11 Januari 1994 Nomor 1/P Tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAEBAH TINGKAT I
JAWA T THMUR
Asisten I Sekrstaris Wilayah/Daerah
{Bidany Pene~intahan)

ttd

Drs. MO, SAFIT AS’ARI
FPembina Utama Madya
Hip. 01C 052 8§19

Diundangkan dalam Lembaran D
g

srah Hotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya Tahun 19384 3Seri B, tanggal Jd

andars 994 Nomor 1/8.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAM
TINGKAT I1 SURABRAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah

Salinan sesuai dengan asiinya ttd.
,91:8eretar1s Kotamadya Daerah
Q\wmﬂz Drs. WA RDUJ T
;\94B gian Hukum Pembina Tk.I
19 64

m/ Nip. 510 ©

_M—w”’;g j .
_%.,FARUQ, SH .-
§$?éﬁata Tk. I

1p. 510 ¢29 233



I1.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 1923

TENTANG
IZIN PEMAKATAN SEMENTARA ALAN,
RUANG TERBUKA HIJAU KOTA DAN TEMPAT TEMPAT
LATN YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT IT SURABAYA

PENJELASAN UMUM

Untuk mengatisipasi tarbagai kebutuhan masyarakat
menyangkut pemakaian jalan, Ruang Terbuka Hijau Kota di
Tempat-tempat lain yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya pe-lu  ditempuh berbagail upaya yang
mengarah pada peningkate: pelavanan kepada masyarakat dalam
pemberian izin, peningkatan pengawasan, pemeliharaan dan
pengamanan atas ialan, Ruang Terbuka Hijau dan tempat-tempat
lain dimaksud serta seka iigus dalam rangks Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi.

Pembarian {zin bherdasarkan Peraturan Daerah ini pada
dasarmya bhersifat sementara oleh karenanya apabila lokasi
yang telah dimohonkan izin sewaktu-waktu dibutuhkan oleh
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya maka 1izin
yang telah dikeluarkan dapat dicabut tanpa syarat dan tanpa
ganti rugi.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka FPeraturan
Daerah Kota Resar Surabays Nomor 24 Tahun 125% yang

ditetapkan tanggal 10 Agustus 185% can disahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tangzal 12 Agustus 1955
dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Nomor 15 Tahun 1978 yang ditetapkan tzngga’ 1! Pebruari 1978
dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Tanggal 23 September 1378 tidak berliaku lagi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 5 : Cukup Jeias:

Pagal 8 ayat (1) : - Yang dimaksud c¢ilarang meng-
alihkan kepada pihak lain
adalah mengalihkan yang ada
dalam surat izin dengan

berbagai cara dan bantuk
apapun;

- Yang dimaksud membebani
adalah menggunakan surat 4zin
tersebut sebagai jaminan
hutang hipotik, gadai dan

lain-lain.
ayat (2) dan ayat (3): Cukup jelas;
Pasal 7 s/d Pasal 16 : Cukup jelas




